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PENGAYOMAN

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
L ayanan PembemniareemesiAR egybsr DANHEMKNDBd apecGARAMMdRN Pasal
34 Ayat (3) PP 28/2006

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

1. Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
* Untuk di Kantor Wilayah, paling lama + 2 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan
pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal
* Untuk Ditjenpas, paling lama # 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui,

hingga otorisasi Surat Keputusan

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana

2 Hari kerja
® Untuk di Lapas, paling lama * 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang
I Pengaduan L ayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 02:14. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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. WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR
Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan;

®* Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada
Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;

* Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan
dalam rangka merespon pengaduan;

® Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada

publik yang menyampaikan pengaduan.
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